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Jakarta, 23 September 2019.

Jakarta, 23 September 2019. Petani akan menerima kado pahit jika DPR tetap
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang rencananya
akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 24 September tepat pada peringatan Hari
Tani Nasional. Padahal, secara substansi Rancangan Undang-Undang ini sangat merugikan
dan berpotensi mengkriminalisasi petani.

RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang No.12 tahun 1992 . Tentang Sistem Budi
Daya Tanaman. Sebelumnya, di tahun 2012, Koalisi LSM telah mengajukan permohonan Uji
Materi UU Sistem Budidaya Tanaman kepada Mahkamah Konstitusi RI (MK). MK kemudian
mengabulkan permohonan dengan putusan Nomor 99/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal
9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman bertentangan
dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat. MK berpendapat bahwa pasal-pasal itu dinilai diskriminatif dan
dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan petani pemulia tanaman dalam
melakukan pencarian, mengumpulkan dan mengedarkan benih. Putusan MK yang
mengabulkan uji materi atas UU SBT berdampak positif bagi perbenihan nasional dan
memberikan ruang bagi petani dalam melakukan pelestarian dan pemuliaan benih.

Atas dasar pendapat itu, MK memutuskan bahwa perorangan petani kecil boleh melakukan
kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah bagi diri sendiri maupun
komunitasnya. Perorangan petani kecil juga boleh mengedarkan varietas hasil pemuliaan
untuk komunitas sendiri tanpa harus terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah, dalam hal ini
adalah Kementerian Pertanian RI.

Kegiatan Pencarian, pengumpulan dan penggunaan plasma nutfah/sumber-sumber genetik
untuk kegiatan pemulian tanaman dan kegiatan budidaya pertanian adalah bagian tradisi
turun temurun yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani dan
pertanian. Kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh petani sejak manusia mengenal bercocok
tanam, bahkan sebelum adanya korporasi.

Upaya untuk mengatur, membatasi, bahkan pemidanaan bagi petani, khususnya petani
kecil, sebagaimana yang diatur dalam Rancangan UU Sistem Budidaya Pertanian
Berkelanjutan (SBPB) yang akan disahkan. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran
terhadap tradisi pertanian itu sendiri, yang melekat dalam kehidupan petani.

Patut diduga bahwa akan disahkannya RUU SBPB tersebut adalah upaya memberi jalan bagi
korporasi-korporasi benih dan pertanian untuk menguasai sumber-sumber genetik dan
benih-benih yang masih ada ditangan petani kecil. Hal ini juga akan membuat petani tidak
berdaulat di tanahnya sendiri, hanya sebagai buruh dan subordinat dari korporasi benih dan
pertanian. Pada akhirnya akan mengacam kedaulatan negara Indonesia sendiri (NKRI).

Kami sangat menyayangkan, bahwa Revisi UU Sistem Budidaya Tanaman yang kemudian



diubah menjadi RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang semula
diharapkan dapat menguatkan dan melindungi petani- yang selama ini menjadi tulang
punggung penyedia sumber pangan negeri ini- substansinya justru sangat mengebiri
hak-hak petani.

Sejumlah pasal bermasalah dalam RUU SBPB ini mewajibkan petani kecil untuk melapor
atau mengajukan ijin kepada Pemerintah Daerah yang berwenang dan dilanjutkan ke
pemerintah pusat dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan pelestarian sumber daya
genetik. RUU ini juga bertentangan dengan keputusan MK dengan mewajibkan petani kecil
melapor kepada pemerintah daerah sebelum melakukan pelepasan benih. Lebih lanjut RUU
SBPB ini juga membuka ruang bagi pelepasan tanaman rekayasa genetik di Indonesia.

RUU ini juga memberikan karpet merah kepada korporasi benih multinasional untuk
mengembangkan usahanya dan mengancam merampas sumber daya hayati benih-benih
lokal dengan hanya memberi perlindungan pada varietas yang seragam, stabil tanpa
melihat kekayaan ragam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.

Tercatat, ada 22 Pasal kontroversial dalam Revisi UU ini yang mengkebiri hak-hak petani
dan menegasikan petani sebagai subjek dalam segala hal yang berkaitan dengan pertanian.
Revisi UU ini di design oleh DPR dan Pemerintah bukan untuk melindungi petani kecil.
Hak-hak petani kecil semakin dikerdilkan. Justru, malah mengakomodir kepentingan pelaku
usaha atau korporasi multinasional. Semangat liberalisasi dalam revisi UU ini sama seperti
semangat yang ada dalam ketentuan UPOV 1991. Karena, sama-sama mendorong
kepentingan korporasi multinasional dan mengkebiri hak-hak petani kecil.

Hendaknya, RUU SBPB sejalan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berdasarkan 10 prinsip mendasar
yaitu :

1. Prinsip kedaulatan pangan, adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk
menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta
pemasaran dibidang pertanian, peternakan dan perikanan untuk menghasilkan
pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional;

2. Prinsip keterlibatan petani dan organisasi petani, yakni pembentukan
kebijakan yang pro-petani, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
kebijakan secara egaliter tanpa diskriminatif atau mengistimewakan satu kelompok
tertentu;

3. Prinsip non-eksploitasi, UU SBPB tidak boleh menjadi sarana eksploitasi manusia
terhadap manusia atau manusia terhadap alam;

4. Prinsip Reforma Agraria, negara menjamin hak atas tanah, air dan wilayah atau
teritori kepada petani;

5. Prinsip agroekologi, adalah prinsip yang berbasis kearifan lokal, atau penerapan
teknologi tepat guna berasas kerakyatan dengan menggunakan sebesar-besarnya
sumber daya lokal; pelestarian lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran
tanah, air, udara, serta pencemaran benih; mendorong biodiversitas dan menolak
monokultur; menyelamatkan plasma nutfah; konservasi air; mendukung
keberlanjutan kesuburan tanah dan senantiasa menghasilkan produksi pangan yang
sehat; menghargai diversifikasi pangan; dan pola pertanian terpadu
keanekaragaman produk termasuk ternak dan perikanan;



6. Prinsip perlindungan negara, dimana terdapat proteksi harga dan perlindungan
dari pasar bebas; perlindungan tanah pertanian; perlindungan terhadap pemuliaan,
pengembangan dan penyebaran benih; penyediaan modal produksi untuk petani;
mencegah over-produksi yakni berlebihnya produk hasil pertanian karena tidak ada
regulasi yang membatasi jumlah produksi sehingga berpotensi merusak nilai dan
harga produk tersebut; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau
penyusutan hasil panen; hingga penyediaan teknologi pendukung pasca panen atau
pengolahan hasil pertanian;

7. Prinsip kesetaraan gender, yakni pengakuan kesetaraan yang responsif bagi
petani dan pelaku budidaya tanaman;

8. Prinsip pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan domestik atau dalam negeri,
yakni pengutamaan terhadap pemenuhan produk yang dibutuhkan di tingkat lokal,
wilayah dan nasional;

9. Prinsip hak asasi petani, upaya ini dalam rangka memenuhi dan melindungi
hak-hak asasi petani sesuai dengan artikel 9 Traktat Internasional ITPGRFA
(International Tretaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture dimana
Indonesia telah meratifikasinya tahun 2004)

10. Perlindungan sumber daya ¢genetik-ekosistem, pengetahuan lokal,
perlindungan petani/masyarakat adat dan lokal, perlindungan untuk
pembagian keuntungan yang adil seperti diamanatkan dalam Konvensi Keragaman
Hayati CBD dan Nagoya Protokol.

Dengan melihat hal-hal di atas dan untuk melindungi petani dan demi kepentingan kedaulatan pangan
dan kedaulatan Negara, maka Kami koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kedaulatan
Benih Petanin dan Pangan yang selama ini melakukan kerja-kerja mendampingi petani meminta kepada
pemerintah dan DPR untuk:

PERTAMA : MENUNDA PENGESAHAN RUU SBPB .

KEDUA : RUU SBPB harus dikaji ulang dan dikonsultasi publikkan secara luas dengan melibatkan
semua komponen masyarakat Petani dan Kelompok masyarakat Sipil

PERTAMA : MENUNDA PENGESAHAN RUU SBPB

KEDUA: RUU SBPB harus dikaji ulang dan dikonsultasi publikkan secara luas dengan
melibatkan semua komponen masyarakat Petani dan Kelompok masyarakat Sipil

NARA HUBUNG:
M. Rifai (081332933581)
Dewi hutabarat (081381108822)

Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan:

Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK)



Koperasi Benih Kita Indonesia (KOBETA)
Forum Benih Lokal Berdaulat (BLB)
Aliansi Petani Indonesia (API)
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Yayasan KEHATI
FIELD Indonesia
Indonesia for Global Justice (IGJ)
Aliansi Organis Indonesia (AOI)

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Yayasan Bina Desa
Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)
Koalisi Daulat Benih Petani
Mari Sejahterakan Petani (MSP)

Lab. Agensia Hayati TANETE Institute
Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)

FIAN Indonesia



Lampiran Matrik Masukan

Pasal (Draft RUU SPBP)

Review/Catatan

Perubahan (Pasal/ayat/Poin) yang
diusulkan:

Pasal 1 ayat (21)

Petani adalah warga negara Indonesia
perseorangan dan/atau beserta
keluarganya yang melakukan usaha tani
di bidang tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan/atau peternakan.

Pasal 1 ayat (22)

Setiap Orang adalah orang perseorangan
atau korporasi, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.

Pasal 1 ayat (23)

Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang
melakukan usaha sarana produksi
Pertanian, pengolahan dan pemasaran
hasil Pertanian, serta jasa penunjang
Pertanian yang berkedudukan di wilayah
hukum Republik Indonesia.

- (ayat 21): “Petani” didefinisikan
terbatas pada perorangan dan
keluarganya saja, seharusnya juga

meliputi kelompok tani atau organisasi
petani bentuk lainnya, dan koperasi
petani.

- (ayat 22) “Setiap Orang” didefinisikan
sebagai individu dan korporasi baik
berbadan hukum maupun tidak, yang
mana ini maknanya saling bertolak
belakang. Dengan definisi sebagaimana
pasal ini, maka kedudukan antara
perorangan dan korporasi, berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan
hukum mempunyai konsekuensi hak
dan kewajiban yang sama. Meskipun
demikian status atau kedudukan,
fungsi dan kapasitas mereka tidaklah
sama bahkan jauh berbeda.

- (ayat 23) “Pelaku Usaha” didefinisikan

sebagai Setiap Orang, yang artinya,
yang diakui sebagai Pelaku Usaha
hanya individu atau korporasi, baik

berbadan hukum maupun tidak. Sama
sekali tidak disebutkan Koperasi Petani,
Kelompok Usaha Tani, Kelompok Tani.
Ini bertentangan dengan Pasal 3 (b)
dan (c) dimana untuk bisa
meningkatkan pendapatan dan
kesempatan berusaha salah satu hal
yang penting dan mendasar adalah
dibentuknya Koperasi Petani, Kelompok
Usaha Tani dan/atau Kelompok Tani.

Pasal 1 ayat (21)

Petani adalah warga negara Indonesia
perseorangan dan/atau beserta keluarganya
dan/atau Kelompok Tani dan/atau Organisasi
Petani bentuk lainnya dan/atau Koperasi Petani
yang melakukan usaha tani di bidang tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau
peternakan.

Pasal 1 ayat (22)

Setiap Orang adalah orang perseorangan, atau
kelompok usaha, atau koperasi atau korporasi
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum

Pasal 1 ayat (23)

Tetap (dengan pemaknaan Setiap Orang sesuai
perbaikan di ayat 22)




Petani Kecil. Ketentuan
1 RUU a quo tidak

Pengertian
Umum Pasal

menjelaskan pengertian Petani Kecil.
Padahal frasa Petani Kecil muncul
dalam pasal-pasal RUU a quo;

(1) Memasukkan di dalam definisi

petani termasuk Kelompok Tani,
Kelompok Usaha Tani, Koperasi
Petani

(2) Memasukkan dalam definisi “Setiap
Orang” sebagai individu, kelompok,
koperasi dan korporasi

(3) Sehingga dalam definisi “Pelaku
Usaha” sudah meliputi  juga
koperasi petani dan kelompok
usaha tani

Pasal 5 ayat (4)

Perencanaan budi daya Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dengan melibatkan
masyarakat.

Pasal 5 ayat (5)

Penyelenggaraan perencanaan budi
daya Pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disusun di
tingkat nasional, provinsi, dan/atau
kabupaten/kota.

Tidak konsisten dengan kewenangan
yang diberikan kepada Desa (UU No 6

Tahun 2014), tentang kewenangan
berskala desa. Sementara Pasal ini
berpotensi tidak sinkron atau tidak

sejalan dengan program atau potensi
wilayah di perdesaan.

Seharusnya penyelenggaraan
perencanaan budi daya pertanian
berkelanjutan disusun berdasarkan
perencanaan dari Desa Perencanaan
tingkat Kabupaten, perencanaan
tingkat propinsi dan Perencanaan
tingkat nasional.

Bahwa prinsip perencanaan yang

disusun dari tingkat nasional ke bawah

Pasal 5 ayat (4)

Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya dengan
melibatkan masyarakat secara berjenjang dari
Perencanaan di tingkat Desa

Pasal 5 ayat (5)

Penyelenggaraan perencanaan budi daya
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disusun dari tingkat Desa, Kabupaten/Kota,
Propinsi, Nasional




(top-down) tidak konsisten dengan
kewenangan vyang diberikan kepada
Desa (UU No 6 Tahun 2014), tentang
kewenangan berskala desa.

Pendekatan top-down juga
bertentangan dengan prinsip-prinsip:
kedaulatan, kemandirian, keterpaduan,
kearifan lokal disetiap lokasi/desa.

Bahwa kegiatan pertanian dan budi
daya pertanian banyak dilakukan di
tingkat desa. Hal ini bertujuan untuk

menjaga potensi, budaya dan
keanekaragaman hayati di
masing-masing lokasi.
Pasal 6 ayat (1) Terlalu mengatur, kedaulatan dan Pasal 6 ayat (1)
. . kemandirian petani ditiadakan, : .
(1) Perencanaan budi daya Pertanian diversifikasi/keragaman  bud  idaya (2) Perencanaan budi daya Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pertanian  dihilangkan, mendorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
mencakup aspek: _ punahnya kearifan dan kebudayaan mencakup aspek: _
a. sumber daya manusia; lokal, padahal ini semua justru a. sumber daya manusia;
b. sumber daya alam; faktor-faktor KURCi memajukan b. sumber daya alam;
C. sarana produksi dan prasarana; pertanian Indonesia dan merupakan Cc. sarana produksi dan prasarana;
d. sasaran produksi dan konsumsi; kekayaan pertanian di Indonesia yang d. sasaran produksi dan konsumsi;
e. kawasan budi daya Pertanian; seharusnya didukung dan dilindungi. e. kawasan budi daya Pertanian;
f. pembiayaan, penjaminan, dan f. pembiayaan, penjaminan, dan
penanaman modal; Tidak mempertimbangkan hak-hak penanaman modal;
g. identifikasi persoalan pasar; petani dan kelembagaan sasial ekonomi g. identifikasi persoalan pasar;
h. penelitian dan pengembangan ilmu yang dimiliki oleh petani. h. penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi; : : . . pengetahuan dan teknologi;
i. penetapan wilayah pengembangan I;ds?lgnga?’l’ajaI?nik;g(rjendcaarr;aaknegigtil3232 i. penetapan wilayah pengembangan budi
budi daya Pertanian; ) : daya Pertanian;
j. pengidentifikasian komoditas Pertanian (k), dan bahwa kepentingan j. pengidentifikasian komoditas unggulan
unggulan nasional dan lokal; dan nasional sudah tercakup dalam poin a nasional dan lokal;
k. produksi budi daya Pertanian ningga poinJ.

tertentu berdasarkan kepentingan
nasional.

Harus diperjelas mengenai kebebasan
petani dan kearifan lokal untuk

a ks - budidaya - 7 o - tortent

berdasarkankepentirgan-nasionak




Pasal 6 ayat (2)

Perencanaan budi daya Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
harus memperhatikan:

a. pertumbuhan penduduk dan
kebutuhan konsumsi;

b. daya dukung sumber daya alam,
iklim, dan lingkungan;

Cc. rencana pembangunan
dan daerah;

nasional

menyesuaikan dengan lingkungan,
budaya dan budi daya pertanian yang
sudah ada.

Harus mempertimbangkan hak-hak
petani dan pengembangan
kelembagaan sosial ekonomi yang

dimiliki oleh petani.

Pasal 6 ayat (2)

Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan:

a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan
konsumsi;

b. daya dukung sumber daya alam, iklim,
dan lingkungan;

Cc. rencana pembangunan nasional, daerah
dan Desa;

d. rencana tata ruang wilayah;

d. rencana tata ruang wilayah; e. pertumbuhan ekonomi dan
e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
produktivitas; f. kebutuhan sarana produksi dan
f. kebutuhan sarana produksi dan prasarana budi daya Pertanian;
prasarana budidaya Pertanian; g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan
g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;
kelembagaan; h. perkembangan ilmu pengetahuan dan
h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi; dan
dan teknologi; dan i. kepentingan Petani dan masyarakat.
i. kepentingan masyarakat.
Pasal 7 ayat (1) Rencana budi daya pertanian hanya | Pasal 7 ayat (1)
) ) . sampai pada tingkat kabupaten dan . . .
Perencanaan budi daya Pertanian tingkat | . 4t3.  Tidak memperhatikan rencana Perencanaan budi daya Pertanian tingkat
nasional sebagaimana _dlmaksud dalam pembangunan atau budi daya pertanian nasional sebggalmana dimaksud dalam Pasgl 5
Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan | 4i kawasan desa. ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan
memperhatikan rencana pembangunan rencana pembangunan nasional serta
nasional serta kebutuhan dan usulan | Bertentangan dengan prinsip kearifan | kebutuhan dan usulan provinsi dan usulan
provinsi. lokal dan prinsip kedaulatan desa | Masyarakat Tani.

Pasal 7 ayat (2)

Perencanaan budi daya Pertanian tingkat
provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan

berdasarkan UU Desa no 6 tahun 2014.

Pasal 7 ini seharusnya memperhatikan
perencanaan pembangunan dan
perencanaan budi daya tanaman di

Pasal 7 ayat (2)

Perencanaan budi daya Pertanian tingkat
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan




memperhatikan rencana pembangunan
provinsi serta kebutuhan dan usulan
kabupaten/kota.

Pasal 7 ayat (3)

Perencanaan budi daya Pertanian tingkat
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan
memperhatikan rencana pembangunan
provinsi dan kabupaten/kota.

tingkat desa.

Pertumbuhan ekonomi di desa adalah
faktor yang sangat penting dalam
pemerataan pembangunan ekonomi
nasional. Oleh karena itu aspek-aspek

yang mendukung ekonomi pedesaan
dan pertanian, termasuk budaya
tanaman harus diperhatikan dan

dimulai dari desa.

rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan

dan usulan kabupaten/kota dan usulan
Masyarakat Tani.

Pasal 7 ayat (3)

Perencanaan budi daya Pertanian tingkat
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5) dilakukan  dengan
memperhatikan rencana pembangunan di

Tingkat Desa dan usulan masyarakat Tani.

Pasal 10 ayat (1)

Petani memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihan jenis Tanaman
dan hewan serta pembudidayaannya.

Pasal 10 ayat (2)

Dalam menerapkan kebebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Petani memprioritaskan perencanaan budi
daya Pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan mengembangkan budi
daya tanaman pokok lainnya.

Pasal 10 ayat (3)

Pemerintah Pusat berkewajiban
memfasilitasi kegiatan budi daya Tanaman
pokok lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagai pangan alternatif
sesuai potensi lokal.

Pasal 10 ayat (4)

Kebebasan Petani. Pasal 10 ayat (1)
RUU a guo menyatakan bahwa petani
memiliki kebebasan untuk menentukan
pilihan jenis tanaman dan hewan serta
pembudidayaannya. Namun terlebih
dahulu harus mengutamakan
perencanaan budi daya tani.

Dalam hal perencanaan prioritas
sebagaimana yang dimaksud Pasal 10
ayat (2) RUU a quo harus mengatur
lebih tegas tentang keleluasaan petani
untuk memilih tanamannya sendiri.

Dengan mengacu pada usulan pasal 5
maka pasal-pasal ini akan mempunyai
makna: jika perencanaan budi daya
pertanian berkelanjutan maka harus

dimulai dari Desa dan melibatkan
masyarakat Tani, di semua jenjang
perencanaan.

Jika model perencanaan berasal dari
atas ke bawah (Top-down) maka pasal
ini akan mengekang kebebasan petani
dalam budi daya pertanian. Dan tidak

Pasal 10 ayat (1)
Tetap.

Pasal 10 ayat (2)

Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Petani dapat
memprioritaskan  perencanaan budi daya
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dan mengembangkan budi daya tanaman pokok
lainnya.

Pasal 10 ayat (3)
Tetap

Pasal 10 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
Pemerintah Pusat dalam memfasilitasi kegiatan
budi daya Tanaman pokok lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan




Ketentuan lebih lanjut mengenai sesuai dengan prinsip: Menteri.
kewajiban Pemerintah sebagaimana - Kearifan lokal
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam - Kel ian linak hid
Peraturan Menteri. ) Kzses::,]g?]?ag,:gnungan 1aup
- Kedaulatan
- Keterpaduan
- Dan kemandirian
Pasal 11 Pasal 11 RUU a quo menegaskan | Pasal 11
i . .. | pemerintah menjamin pelaksanaan
Dalam hal Petani menentukan pilihan jenis | agiatan budidaya tani yang meliputi | Dalam hal Petani menentukan pilihan jenis
Tanaman dan hewan serta [ etersediaan benih, sarana produksi, | Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya
pembudidayaannya  sesuai dengan | nanen, pascapanen, dan adanya | sesuai dengan perencanaan budi daya Pertanian
perencanaan budi daya Pertanian dimaksud dalam Pasal 5,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban menjamin pelaksanaannya.

jaminan harga komoditas pertanian.
RUU a quo harus menambah tentang
jaminan pemberian tanah kepada
petani sebagaimana yang tertuang
dalam UU Perlintan.

Pilihan tanaman vyang harus sesuai
dengan perencanaan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/kota artinya membatasi
pilihan petani dalam mengembangkan
budi daya sesuai dengan pengetahuan
dan potensi lokal. Pelaksanaan pasal ini
berpotensi memberikan kewenangan
pada pemerintah untuk memaksa
petani menanam sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Ini
melanggar hak-hak petani,
melanggar UU  Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani, bertentangan
dengan asas subsidiaritas dan rekognisi
UU Desa no 6 tahun 2014.

Seharusnya:

sebagaimana
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya berkewajiban
menjamin pelaksanaannya yang meliputi:
menjamin ketersediaan benih, sarana produksi,
panen, pasca panen, menjamin harga
komoditas, dan  menjamin  akses dan
perlindungan hak-hak petani atas tanah.




Pemerintah berkewajiban
melindungi kedaulatan petani
dalam memilih budi daya pertanian
secara keseluruhan. Kecuali
tanaman-tanaman yang melanggar UU.
Seharusnya pasal-pasal ditujukan
untuk melindungi dan mendukung
kedaulatan petani, dan oleh karenanya
penetapan pilihan tanaman
berdasarkan proses perencanaan yang
bottom-up dari tingkat desa.

Pemerintah berkewajiban
membantu atau memfasilitasi
pemasaran, tanpa terkecuali.

Pasal 13 ayat (1)

Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi
daya Pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan
pendekatan pengelolaan agroekosistem
berdasarkan prinsip Pertanian konservasi.

Pasal 13 Ayat (2)

Pertanian konservasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
melindungi, memulihkan, memelihara,
dan meningkatkan fungsi Lahan guna
peningkatan produktivitas Pertanian yang
berkelanjutan.

Perlunya mengganti terminologi
konservasi ke terminologi pokok RUU
ini yaitu Pertanian Berkelanjutan.

Perlunya menggarisbawahi bahwa
pertanian bukan hanya soal
produktivitas tetapi lebih penting lagi
adalah menciptakan kesejahteraan
petani yang juga berkelanjutan, oleh
karenanya harus dimasukkan dalam
pasal.

Pasal 13 ayat (1)

Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya
pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan
pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip
pertanian berkelanjutan.

Pasal 13 ayat (2)

Pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi,
memulihkan, memelihara, dan meningkatkan
fungsi pertanian untuk peningkatan
produktivitas pertanian dan kesejahteraan
petani yang berkelanjutan.

Pasal 15 Ayat (1)

Pemerintah  Pusat menetapkan luas
maksimum Lahan untuk unit Usaha Budi
Daya Pertanian.

Pasal ini harus memperjelas tentang
pihak-pihak yang melakukan budi
daya dan siapa pihak-pihak yang
harus memberikan persetujuan
terhadap pelaksanaan dan

Pasal ini harus diperjelas.




Pasal 15 Ayat (2)

Setiap perubahan jenis Tanaman dan
hewan pada unit Usaha Budi Daya
Pertanian di atas tanah yang dikuasai
negara harus memperoleh persetujuan
Pemerintah Pusat.

perubahan dari unit usaha budi
daya pertanian berkelanjutan.

Pasal 22

Dalam hal Petani dan/atau Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
menggunakan lahan hak ulayat, wajib
melakukan musyawarah dengan
masyarakat hukum adat pemegang hak
ulayat untuk memperoleh persetujuan.

Penggunaan Tanah Ulayat. Petani
dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana
Pasal 22 RUU a quo wajib melakukan

musyawarah dengan masyarakat
hukum adat untuk persetujuan
penggunaan tanah ulayat. Ketentuan

ini tidak dijelaskan pada batang tubuh.

UU a quo sehingga harus didasarkan pada UU
5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Oleh karena itu, UUPA harus
menjadi konsideran mengingat pada RUU a
quo,

Pasal 27 ayat (1)

Pencarian dan pengumpulan Sumber Daya
Genetik untuk Pemuliaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 27 Ayat (2)
Kegiatan pencarian dan pengumpulan
Sumber Daya Genetik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
oleh perorangan atau badan hukum
berdasarkan izin kecuali Petani kecil.

Pasal 27 Ayat (3)

Petani kecil yang melakukan pencarian
dan pengumpulan Sumber Daya Genetik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus melaporkan kepada Pemerintah

Petani kecil yang melakukan pencarian
dan pengumpulan Sumber Daya
Genetik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus melaporkan kepada
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal ini sesungguhnya mengadopsi
UPOV 1991; yang mana Indonesia
menolak meratifikasinya.

Plasma nutfah dan benih merupakan
kekayaan yang tidak ternilai harganya,
untuk menjamin kegiatan pertanian

yang berkelanjutan, ketersediaan
keragaman pangan dan nutrisi
sepanjang masa. Petani, khususnya

petani kecil dalam sejarah pertanian di
Indonesia mempunyai peran yang
sangat strategis dalam menjaga
kekayaan plasma nutfah kita
(Indonesia termasuk yang terkaya

Pasal 27 ayat (3)

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban melindungi dan memberdayakan
Petani kecil yang melakukan pencarian dan
pengumpulan Sumber Daya Genetik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27 Ayat (4)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya melakukan
pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya
Genetik bersama Masyarakat Tani.

Pasal 27 Ayat (5)

Pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya
Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)




Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya.
Pasal 27 Ayat (4)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya melakukan

pelestarian Sumber Daya Genetik
bersama masyarakat.

Pasal 27 Ayat (5)

Pelestarian Sumber Daya Genetik

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

memperhatikan wilayah dan indikasi
geografis sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan

perundang-undangan.

keragaman hayati di dunia). Dengan
mewajibkan petani mendaftar ketika
melakukan pencarian, seleksi,
pengumpulan, pertukaran benih dan
atau plasma nutfah justru akan
menyebabkan terjadinya erosi benih
dan kepunahan benih-benih lokal.

dua cara untuk
mempertahankan dan menyimpan
keragaman benih: pertama dengan
ditanam ditempat aslinya (insitu) dan
kedua dibudidayakan di luar habitatnya
(exsitu)/ Laboratorium. Oleh karenanya
peran petani sangat penting dalam

Hanya ada

mempertahankan dan menjaga
(konservasi) plasma nutfah dan
benih-benih lokal di seluruh wilayah
Indonesia.

Jika peran petani dibatasi sebagaimana
dalam RUU SPBP Pasal 27 ayat 3 s/d 6,
maka: (1) akan mendorong punahnya
kekayaan plasma nutfah dan
benih-benih lokal, (2) kriminalisasi
petani akan banyak terjadi atas
kegiatan pencarian, pengumpulan
tukar-menukar dan pemuliaan benih.
Padahal kegiatan-kegiatan tersebut
sudah sejak dahulu kala adalah bagian
dari kegiatan budaya dan kegiatan
sehari-hari petani.

Bahwa pasal-pasal ini berpotensi
melanggar hak-hak petani dan
prinsip-prinsip: kedaulatan,
kemandirian, kebersamaan,
keberlanjutan, Kearifan Lokal,

kelestarian.

memperhatikan wilayah dan ekosistem
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.




Dalam hal pencarian dan pengumpulan
sumber daya genetik petani kecil harus
melapor kepada pemerintah. Hal ini
bertentangan dengan putusan MK
Nomor 99/PUU-X/2012 atas Uji Materi
UU SBT yang menyatakan kebebasan
bagi petani dan rakyat Indonesia untuk
mencari dan mengumpulkan plasma
nutfah dan/atau benih.

Seharusnya:

Pemerintah justru melindungi,
mendukung, memberdayakan peran
petani kecil dalam mengumpulkan,
melakukan kegiatan pemuliaan benih.
Artinya: pemerintah berkewajiban
melindungi dan memberdayakan petani
kecil pemulia benih. Sementara terkait
dengan kebutuhan pendaftaran dan
keadministrasian lainnya, justru
pemerintah seharusnya yang bersifat
aktif bekerjasama dengan petani dan
memberikan  pelayanan pendukung
yang tepat sehingga petani kecil
terbebas dari resiko kriminalisasi.

Pasal ini melanggar hak-hak dasar
petani, dan patut dipertanyakan apa
urgensi kewajiban melapor?

Pasal 27 Ayat (5): Pelestarian Sumber
Daya Genetik sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) memperhatikan wilayah
dan indikasi geografis sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Bahwa tidak
relevan dengan tujuan dari Indikasi




Geografis, dimana indikasi geografis
adalah sebuah hak kekayaan
intelektual yang didasarkan pada

ciri-budaya, lokasi, kekhasan dari suatu
wilayah yang kepemilikannya adalah
komunal.

Pasal 29 ayat (1)

Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi
dari luar negeri sebelum diedarkan
terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah
Pusat kecuali hasil Pemuliaan oleh Petani
kecil dalam negeri.

Pasal 29 ayat (2)

Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil
dalam negeri dilaporkan kepada
Pemerintah Daerah  sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 29 ayat (3)*
Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hanya dapat diedarkan secara

terbatas dalam 1(satu) wilayah
kabupaten/kota.
*Disetujui rumusan Pemerintah pada

Rapat Timus tgl 26 Juni 2019

Pasal 29 ayat (4)

Dalam hal Varietas hasil Pemuliaan Petani
kecil dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diedarkan secara luas maka

Pasal 29 ayat (1) sudah baik.

Pasal 29 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6)
harus dilakukan review ulang untuk
diubah total perspektifnya, atau
lebih baik lagi bila DIHAPUS saja,
karena tidak relevan dengan budaya

pertanian Indonesia yang asli, yang
mandiri benih dan mandiri dalam
mengembangkan benih-benih

unggulnya. Bila sebagian petani saat ini
tidak lagi mandiri dalam mengadakan
benih mereka sendiri, dan harus beli
benih dari sektor komersial, ini adalah
bentuk ketergantungan karena praktik
kebijakan perbenihan selama ini, yang
seharusnya justru terus dikurangi. Pola
pertanian kita sejak semulanya adalah
menggunakan benih-benih yang
dikembangkan petani sendiri. Karena
itulah selama ini petani memberikan
kontribusi yang sangat besar terhadap
keberadaan sumber-sumber genetik
dan keragaman plasma nutfah.
Seharusnya justru apa yang dilakukan
petani ini dilindungi, dikembangkan
serta diberdayakan, menjadi salah satu
bagian utama dari sistem budidaya
pertanian berkelanjutan.

Terkait Batas Edar Varietas

Pasal 29 ayat (1) sampai ayat (5)

DIHAPUS

Disusun pasal-pasal terkait perlindungan
terhadap pemuliaan yang dilakukan petani
kecil dan perlindungan terhadap kebebasan

peredaran plasma nutfah dan benih dalam
wilayah Republik Indonesia yang dilakukan
antar dan di antara sesama petani kecil.




pelepasan Varietas hasil Pemuliaan
dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 29 ayat (5)

Petani dan/atau Pelaku Usaha dilarang
mengedarkan Varietas hasil Pemuliaan
atau - introduksi* yang belum dilepas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kecuali untuk digunakan sendiri dan/atau

terbatas dalam 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota.

*Dicoret berdasarkan rumusan
Pemerintah pada Rapat Timus tgl 26 Juni

2019

Pemuliaan Petani berdasarkan Pasal
29 ayat (3) RUU a quo, varietas hasil
pemuliaan petani kecil dalam negeri
hanya dapat diedarkan secara terbatas

dalam 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota, ini bertentangan
dengan Putusan MK Nomor
99/PUU-X/2012 atas Uji Materi UU
SBT, dimana petani kecil
diperbolehkan mengedarkan

varietas hasil pemuliaan kepada
komunitasnya, dan tidak dibatasi
oleh wilayah. Komunitas yang
dimaksud di dalam putusan MK
adalah sesama petani yang berada
di wilayah hukum Indonesia.

Catatan untuk beberapa terminologi

yang ada dalam Pasal 29 ayat (2):

a. Terkait terminologi "melapor",
dengan rujukan berdasar Permentan
No. 40 tahun 2017 menyatakan
bahwa Dinas terkait langsung turun
ke masyarakat untuk mendata dan
memberikan bimbingan. Maka perlu
digarisbawahi bahwa bukan
keharusan petani untuk melapor,

tapi kewajiban negara untuk
mendata dalam rangka
pengayoman dan perlindungan
petaninya.

b. Terkait "diedarkan atau

mengedarkan", untuk kegiatan tukar
menukar ataupun komersil selama
dilakukan antar perorangan petani
kecil dalam wilayah Indonesia, demi
kesejahteraan hidupnya dan




keluarganya, maka wajib dilindungi
oleh negara.

Penting dicatat bahwa salah satu hak
petani yang dijamin didalam ITPGRFA
dan Indonesia sudah meratifikasi
melalui UU No 4 th 2006 tentang
Pengesahan International Treaty on
Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture (ITPGRFA) adalah bahwa
petani berhak untuk menyimpan,
tukar-menukar, menggunakan dan
menjual benih hasil pemuliaannya.

UUD 45 Pasal 28C (1) menjamin:
setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.** )

Pasal 35

Setiap Orang yang mengedarkan benih
tanaman, benih hewan, bibit tanaman
dan/atau bibit hewan hasil rekayasa
genetik  wajib mengikuti  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal ini seluruhnya harus DIHAPUS.
Pengaturan mengenai rekayasa
genetika harus diatur dalam
undang-undang terpisah.

Pasal 35

Dihapus seluruhnya

Bab V
Bagian Ketiga pasal 37 s/d 41

Bab V, bagian Ketiga pasal 37 s/d 41
sebaiknya DIHAPUS karena sudah ada
dalam UU No 29 th 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Bab V, Bagian Ketiga pasal 37 s/d 41

Dihapus seluruhnya




Pasal 66 ayat (1) huruf e

Bahan pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan serta hama dan penyakit
hewan yang ramah lingkungan termasuk
pestisida;

Pasal 66 ayat (2)

Sarana Produksi Budidaya Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan standar mutu.

Pasal 66 ayat (4)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya melakukan

penyediaan, pendaftaran, dan
pengawasan terhadap pengadaan,
peredaran, serta penggunaan Sarana

Produksi Budidaya Pertanian.

Frasa “serta hama” dan frasa
“termasuk pestisida” dalam pasal 66
ayat 1(e) dihapus.

Ayat 2 ditambah dengan frasa “sesuai
dengan kebutuhan dan atau” standar
mutu.

Ayat (4) perlu ditambahkan ayat lain
yang menegaskan terkait dukungan
pemerintah pada sarana produksi
pertanian yang disediakan oleh petani
sendiri baik secara sendiri maupun
kelompok dan atau organisasi tani.

Pasal 66 ayat (1) huruf e

Bahan pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan dan penyakit hewan yang ramah
lingkungan;

Pasal 66 ayat (2)

Sarana Produksi Budidaya Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan kebutuhan dan/atau standar mutu

Ayat tambahan Ayat (5)

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu
melakukan pemberdayaan dan perlindungan
pada petani dan atau organisasi tani yang
menyediakan sarana produksi pertanian.

Pasal 71 Ayat (1)

Pemerintah Pusat wajib menyediakan
bank genetik, cadangan Benih Tanaman
dan Benih Hewan, serta cadangan Pupuk
nasional.

Pasal 71 Ayat (2)

Bank genetik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk melindungi
Sumber Daya Genetik.

Pasal 71 Ayat (3)

Perlindungan sumberdaya genetik
adalah tanggung jawab pemerintah dan

untuk itu pemerintah dapat
bekerjasama dengan Perguruan
Tinggi yang dibiayai oleh negara.
Selain dengan Perguruan Tinggi

Pemerintah dapat bekerjasama dengan
Organisasi Petani yang terbukti sudah
selalu terlibat dan telah bekerja dalam
perlindungan sumber daya genetik.

Keterlibatan pihak swasta dalam
perlindungan sumber daya genetik
tidak perlu dituliskan dalam UU,
karena swasta adalah pengguna
komersial yang harus diatur dalam
mekanisme perlindungan tersendiri

Pasal 71 Ayat (1)
Tetap

Pasal 71 Ayat (2)
Tetap

Pasal 71 Ayat (3)




Dalam penyelenggaraan pelindungan yang justru harus hati-hati dan Dalam penyelenggaraan pelindungan Sumber
Sumber Daya Genetik sebagaimana menjamin tidak ada pihak yang Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat
dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Pusat dirugikan oleh pihak swasta yang (2) Pemerintah Pusat dapat melibatkan
dapat melibatkan  perguruan tinggi bertujuan komersil. perguruan tinggi dan/atau organisasi petani.
dan/atau pihak swasta. . .
Pemerintah dalam hal bekerjasama
untuk perlindungan sumber daya
genetik harus ada pengaturan yang AYattambahan Pasal 71 Ayat (4)
tegas mengenai penggunaan dan pgonggunaan, pemanfaatan atas benih-benih
pemanfaatan bank benih, dimana ., sumber daya genetik tanaman dan hewan
publik  harus memiliki akses ., pank benih wajib dilaksanakan secara
pemanfaatan bank benih dan (., haran, dapat dipertanggungjawabkan dan
penggunaan benih atau sumber daya mempuka akses pemanfaatan oleh masyarakat.
genetik yang dilindungi pemerintah
tersebut harus dijamin Ayat tambahan Pasal 71 Ayat (5)
tbraa:EpaLaennsiwya;/aizbabdizgiéziguhor:;/ﬁ Pemerintah wajib mendu_kung dan“ njglin_dungi
pemerintah adalah koleksi benih dari pengembangan bank benih yang diinisiasi oleh
alam bebas, dari milik publik, milik Petani dan masyarakat adat.
komunitas masyarakat lokal, milik
petani pemulia, dan lain-lain.
Pemerintah harus memberikan
dukungan pada inisiatif lokal untuk
membuat bank benih di tingkat
petani dan/atau komunitas
masyarakat adat. Mekanisme
pengaturan penggunaan koleksi benih
yang ada di bank benih milik publik
dan/atau milik masyarakat perlu diatur.
Pasal 95 ayat (2) Ayat 2 adalah ayat yang sangat | Pasal 95 ayat (2)
. ) tidak relevan dengan realita dengan
Penyuluhan  Pertanian  sebagaimana [ p5hya menyebutkan bahwa yang dapat | Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud
dimaksud ~ pada ayat (1)  wajib | menyelenggarakan penyuluhan hanya | pada ayat (1) wajib diselenggarakan oleh:
diselenggarakan oleh: pemerintah dan pelaku usaha. Padahal _ _
a. Permerintah  Pusat dan  Pemerintah | Selama ini banyak sekali elemen a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya;




Daerah sesuai dengan kewenangannya;
dan

b. Pelaku Usaha.

vyang berperan dalam melakukan
penyuluhan dan pemberdayaan
petani seperti Organisasi Petani,
kelompok non profit, dan Badan-badan
lain.

Sementara itu, Pelaku Usaha dalam
teori dan praktiknya tugas mereka
adalah berdagang dan bukan
melakukan tugas penyuluhan.
Sehingga bisa dipastikan yang
dilakukan Pelaku Usaha adalah BUKAN
penyuluhan, namun praktik yang
terkait bisnis dan promosi produknya
saja. Bila pun ada penyuluhan yang
dilakukan Pelaku Usaha maka yang
dilakukan adalah penyuluhan yang
bias, tidak netral dan tidak transparan,
karena jelas berkepentingan pada
perolehan keuntungan usahanya.

Pasal 95 ayat (2) poin (b) harus
dihapus, dan diganti dengan penyuluh
swadaya seperti organisasi Petani,
(Ormas Tani), NGO, LSM, Lembaga
Pendidikan Vokasi, Perguruan Tinggi,
dan elemen-elemen masyarakat
lainnya yang memiliki kapasitas dan
kapabilitas yang tepat, untuk terlibat
dalam melakukan penyuluhan. Justru
berbagai elemen masyarakat ini harus
dilihat sebagai elemen strategis dalam
memastikan  peningkatan kapasitas
petani di seluruh Indonesia dan sudah
selayaknya diberi dukungan dan
perlindungan agar berfungsi maksimal.

b. dan dapat dilakukan oleh Penyuluh Swadaya
yang diinisiasi oleh masyarakat Tani

Pasal 101 ayat (1)

Kelembagaan petani dalam pasal ini
tidak sesuai dengan keputusan

Pasal 101 ayat (1)




Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Judicial Review UU Perlindungan Tetap
sesuai dengan kewenangannya dan Pemberdayaan Petani.

mendorong dan memfasilitasi
terbentuknya kelembagaan Petani dan
kelembagaan ekonomi Petani.

Sebagaimana dalam amar putusan MK,
bahwa Kelembagaan Petani adalah
Kelompok Tani, Gabungan Kelompok,
Dewan Komoditas, Asosiasi Komoditas
Pertanian, dan Organisasi Petani yang
diinisiasi oleh Petani.

Pasal 101 ayat (2)

Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud
Pasal 101 ayat (2) pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kelompok Tani;

Kelembagaan Petani sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kelompok Tani;

Kelembagaan Petani dalam pasal ini p Gabungan Kelompok Tani;
harus juga mencakup organisasi petani !

yang terdaftar dan mempunyai c. Asosiasi Komoditas Pertanian;

b. Gabungan Kelompok Tani; cabang-cabang di berbagai wilayah
! Republik Indonesia.

€. HzeElEE] KemeeliEs Fertaniam, ¢an - e. Organisasi yang dibentuk oleh petani sendiri

“Kelembagaan Petani” harus dijelaskan ; X
d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional. sebagaimana mengacu pada UU No 19 dan yang terdaftar di KUM-HAM dan Kesbang
POL dan mempunyai cabang-cabang di berbagai

th 2013 Tentang Perlindungan dan X . !
Pemberdayaan Petani (Perlintan), yaitu Wilayah Republik Indonesia.
bahwa “kelembagaan Organiasi Petani

adalah:

d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional;

1. Kelompok Tani

2. Gabungan kelompok Tani

3. Asosiasi Komoditas Pertanian

4. Dewan Komoditas Pertanian
Nasional.

5. Organisasi yang dibentuk oleh
petani sendiri dan yang terdaftar di
KUM-HAM dan Kesbang POL dan
mempunyai cabang-cabang di
berbagai wilayah Republik
Indonesia.

BAB XVIII Mengenai Sangsi Administratif 1. Bahwa seharusnya kewajiban | BAB XVIII Mengenai Sangsi Administratif
pemerintah adalah melindungi dan

Seluruh Pasal dan Ayat memberdayakan petani, termasuk

Seluruh Pasal dan Ayat harus disusun ulang




petani yang melakukan kegiatan
pengumpulan plasma nutfah dan
pemuliaan benih. Kegiatan
pengumpulan plasma nutfah dan
pemuliaan tanaman  sesungguhnya
merupakan inti pertanian yang tidak
bisa dipisahkan dengan kegiatan

pengumpulan dan pemuliaan benih,
khususnya bagi petani.

2. Kekhawatiran terkait kegiatan
pencurian gen, penyebaran penyakit
tanaman adalah sangat kecil
kemungkinan dilakukan oleh petani,
mengingat benih adalah bagian tak
terpisahkan dari kehidupan petani. Jika
petani membuat benih yang
menyebarkan penyakit maka mereka
seperti membunuh dirinya sendiri.

3. Terkait pengumpulan plasma nutfah,

bahwa plasma nutfah itu sudah
tersedia jauh sebelum Indonesia
merdeka, sudah ada secara turun
temurun. Menjadi bahan yang dapat

diolah atau dilakukannya pemuliaan
oleh petani dengan pengetahuan atau
kearifan lokal. Sangsi administratif dan
pidana tidak layak  dan tidak
seharusnya dialamatkan kepada petani
kecil, baik mereka sebagai individu
maupun yang tergabung dalam sebuah
organisasi.

4. Sangsi administratif seharusnya
difokuskan untuk dialamatkan
kepada Pelaku Usaha dan
Korporasi yang bukan dimiliki
petani__sendiri, yang berpotensi

dengan perspektif perlindungan dan
pemberdayaan bagi petani kecil, baik individu,
kelompok maupun organisasi tani, dalam
melaksanaan kegiatan pengumpulan plasma
nutfah dan pemuliaan tanaman.

Pasal sangsi DIFOKUSKAN pada PELAKU USAHA
dan KORPORASI, yang paling berpotensi untuk
melakukan bio piracy dan memproduksi benih
yang dapat membahayakan keragaman hayati
dan keamanan pangan dan lingkungan.




melakukan pencurian genetik
secara langsung atau tidak
langsung (Bio Piracy). Benih-benih
yang diproduksi oleh Pelaku Usaha atau
Korporasi bukan milik petani sangat
berpotensi merusak ekosistem dan
keaneragaman hayati karena
sifathnya adalah ditanam secara luas
dan monokultur.




